
 

   

 

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 
NOMOR 101 TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI 

KARTANEGARA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN  

 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,  

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  4 ayat (1) 
huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka  

dipandang perlu adanya Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Restoran; 

 

  b. bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang dalam 
suatu masa pajak dapat ditetapkan oleh Bendahara 

Pengeluaran, sehingga perlu dilakukan Perubahan terhadap 

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 29 
Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Restoran; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati 

Kutai Kartanegara tentang Perubahan Pertama Atas 

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2011 
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Restoran. 

 
 

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 

Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 
1952  tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 

tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3634); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 

tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3686);  

 

 

 
 

 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 



 

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493), terakhir diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahunn 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republiki 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 4578); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 

 

 

 

 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 

Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 



 

   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5179); 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun  

2008); 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2). 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI 
KUTAI KARTANEGARA NOMOR 29 TAHUN 2011 

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai 

Kartanegara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, diubah sebagai 

berikut : 
 

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ditambahkan  

angka baru yaitu angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut : 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara  Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara. 

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 

Dispenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten 

Kutai Kartanegara di Bidang Pendapatan Daerah. 

 

 

 

5. Kepala DISPENDA adalah Kepala Dispenda  Kabupaten 

Kutai Kartanegara  yang membidangi Pendapatan Daerah. 



 

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

7. Pajak Restoran adalah Pajak  atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. 

8. Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut  bayaran, yang mencakup juga 

rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya  termasuk usaha jasa boga / catering. 

9. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan 

yang melakukan usaha di bidang restoran. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan Daerah di wajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak restoran yang terutang. 

11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

bertanggung jawab atas pembayaran pajak restoran, 

termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi 
kewajiban Wajib Pajak menurut Ketentuan Peraturan 

Perpajakan Daerah. 

12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai saranan dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 

diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan 

Daerah. 

13. Pemungutan adalah suatau rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan 

besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan 

penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya. 

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 

Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan pajak yang terutang. 

15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, 
atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib 

pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran 

pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang – 
undangan Perpajakan Daerah. 

 

 

 

 

 

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melakukan pembayaran atau 



 

   

penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke 

Bank yang ditunjuk oleh Bupati. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya 

pajak yang terutang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya pajak terutang, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang 

masih harus dibayar. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak 

yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya 

dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan 

tidak ada kredit pajak. 

23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 

atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 

yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan 

/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam Peraturan Perpajakan Daerah, yang terdapat dalam 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau 

Surat Tagihan Pajak Daerah. 

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, atau  terhadap pemotongan   atau   pemungutan  

oleh  pihak  ketiga  yang  diajukan  oleh  Wajib Pajak. 

 

 

 

 

 

 

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 



 

modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 

laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. 

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang 

dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah. 

28. Penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang 

Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya.  

29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu 

keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 

yang berlaku. 

30. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak 
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

diajukan oleh Wajib Pajak.  

31. Bon Penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang  

sekaligus sebagai  bukti  pungutan pajak, yang dibuat 
oleh  Wajib  Pajak pada  saat  mengajukan pembayaran 

makanan dan atau minuman kepada subjek pajak. 

32. Sistem CS atau Constanta Storling atau Self Assesment 
adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi 

kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang 

terutang. 

33. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah 

suatu sistem di mana petugas Dinas Pendapatan Daerah 

akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu 

masa pajak dan pada akhir Masa Pajak yang 
bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

Rampung. 

34. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang 
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu 

dalam melaksanakan pemungutan Pajak. 

35. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. 

 

 

 

 

 

 
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 ditambah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 



 

   

 

BAB  VII 
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN 

 

Bagian Kesatu 
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment 

 

Pasal 11 
 
(1) Dispenda  atau pejabat yang ditunjuk dan atau Bendahara 

Pengeluaran dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam 
suatu masa pajak sesuai dengan Ketentuan Perundang-
undangan dengan mengeluarkan SKPD.  

 

(2) SKPD yang diterbitkan meliputi : 

        a. SKPDKB; 

        b. SKPDKBT; 

        c. SKPDLB; 

        d. SKPDN.  
 

(3) Bentuk SKPD  akan ditetapkan kemudian oleh Dispenda. 

 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

    Ditetapkan  di  Tenggarong 
    pada tanggal  18 Oktober 2012 

  

     BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 
 

 

 
          RITA WIDYASARI 

  Diundangkan di Tenggarong 

  pada tanggal  18 Oktober 2012 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 

 

 
 

              EDI DAMANSYAH 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012  

NOMOR 101 
TELAH DIKOREKSI OLEH 

NO NAMA JABATAN PARAF 

1. Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si Plt. Sekretaris Daerah  

2. H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum Assisten Pemerintahan Umum & Hukum  

3. ROKMAN TORANG, SH, MH Kepala Bagian Administrasi Hukum  

4. H. RUS AFFANDI, S.Sos Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan  

LAMPIRAN :  

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

NOMOR 101 TAHUN 2012 TANGGAL 18 OKTOBER 2012 
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI KABUPATEN 



 

KUTAI KARTANEGARA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN 

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN  
 

 

PPTK : 

Bend 20 
 

 

Dispenda/ 

UPT 

Dispenda :  

- SSPD 

Pihak Ketiga : 

- Bend. 20 

- SSPD 

- - Nota Penjualan 

PPTK : 

SSPD Validasi 

STS Validasi 

Bank / Kas Daerah : 

- SSPD 

- STS 

Dispenda / UPT 

Dispenda : 

- STS 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

 

 

RITA WIDYASARI 

TELAH DIKOREKSI OLEH 

NO NAMA JABATAN PARAF 

1. Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si Plt. Sekretaris Daerah  

2. H. CHAIRIL  ANWAR, SH, M.Hum Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum  

3. ROKMAN TORANG, SH, MH. Kepala  Bagian Administrasi  Hukum  

4. H. RUS AFFANDI, S.Sos, M.Si Kepala Sub Bagian Perundang-undangan  

 


